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Masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menghambat 

dalam penerimaan PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan 

upaya apa yang dilakukan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam 

meningkatkan penerimaan PBB-P2.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerimaan PBB-P2 untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir dan untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan 

Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Jumlah populasi 223.891 dan 

pengambilan sampel diambil dengan menggunakan teknik slovin yaitu sebanyak 

100 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, dan wawancara. Metode 

analisa yang dipakai ialah deskriptif kualitatif.  Setelah dilakukan analisa hasil 

penerimaan PBB-P2 pada badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir 

dapat dikatakan bahwa sumber dari pendapatan ini cukup besar, tetapi bila 

dilihat dari target terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 tidak pernah mencapai 

target. Hal ini terjadi karena adanya faktor penghambat yang dilalui dalam 

proses penerimaan PBB-P2. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam 

proses penerimaan PBB-P2 pertama pendataan yaitu keberadaan wajib pajak 

yang tidak ditempat, kedua penilaian yaitu perubahan NJOP, ketiga penetapan 

yaitu data-data tidak sesuai atau tidak valid, keempat pembayaran yang 

dilakukan didua tempat. Faktor penghambat dalam pembayaran dibank yaitu 

jaringan dan pembayaran dikelurahan yaitu tidak ada setoran dari pihak 

kelurahan. Kelima penagihan yaitu wajib pajak yang tidak ditempat dan 

minimnya anggaran. Keenam keberatan dan banding yaitu pajak terlalu tinggi 

tidak seuai dilapangan. Ketujuh pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 

pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yaitu perubahan 

nama, alamat, luas tanah dan bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pendapatan 

asli daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 sehingga pendapatan asli 

daerah bisa meningkat. Pertama dari sumber daya manusia, dengan melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat, menambahkan iner/juru pungut untuk memungut 

PBB-P2  disetiap kelurahan dan pemutahiran data. Kedua keuangan  yaitu 

melakukan Usulan Penambahan Dana Untuk Penagihan.  Ketiga menyediakan 

dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana berupa jaringan 

internet/network dan barang-barang elektronik. 
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